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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berdaya guna, berhasil
guna, bersih, dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui
kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
terhadap pengelolaan hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan akuntabilitas;

. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban daerah sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dinilai dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis
tentang Pembentukan Tim Menyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkalis
Tahun 2011;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengabh;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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d. merumuskan hasil tim dalam bentuk Laporan LAKIP Pemerintah
Kabupaten Bengkalis dan memberi laporan kepada Bupati
Bengkalis baik secara periodik maupun insidentil.

KETIGA : Dalam melaksana tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
— pada tanggal ymaeeT 2012
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2. 3.

1. | BUPATI BENGKALIS PEMBINA

2. | WAKIL BUPATI BENGKALIS PENGARAH

3. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS KETUA / PENANGGUNGJAWAB

4. | INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS WAKIL KETUA | /ANGGOTA TEKNIS

5. | KEPALA BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU WAKIL KETUA II/TIM PEMBIMBING

6. | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS
DAERAH KAB. BENGKALIS

7. | KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN KOORD. | BID. PEMBUKUAN &
BENGKALIS VERIFIKASI

8. | KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KOORD.II BIDANG UMUM
BENGKALIS

9. | SEKRATARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS KOORD. Ill BIDANG PELAPORAN

10. | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KOOR. IV BIDANG EVALUASI

11. | JAYA RAHMAD (PENGENDALI MUTU BPKP) PEMBIMBING BIDANG TEKNIS

12. | EPENDY DAMANIK (AUDITOR BPKP) PEMBIMBII\ECB;PTKEPFENIS (BPKP)

13. | DESI FATIMAH ( AUDITOR BPKP) PEMBIMBING TEKNIS (BPKP)

14. | NURHANDEVI SARAGIH (AUDITOR BPKP) PEMBIMBING TEKNIS (BPKP)

15. | SUDARYONO (AUDITOR BPKP) PEMBIMBING TEKNIS (BPKP)

16. | KASI PENGAWAS PEMERINTAHAN BID. TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)
KEMASYARAKATAN IRBAN | (SUPARJO, SP)

17. | MAULA AFRIZAL, SE (AUDITOR INSPEKTORAT) TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)

18. | MARA SAKTI, SE (AUDITOR INSPEKTORAT) TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)

19. | YUNIZAR EFFENDI, SE (AUDITOR INSPEKTORAT) TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)

20. | DEDY KURNIAWAN, S.IP (AUDITOR INSPEKTORAT) TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)

21 | RIKI KURNIA PUTRA (STAF INSPEKTORAT) TIM TEKNIS (INSPEKTORAT)

22. | KASUBBAG. KEUANGAN  INSPEKTORAT  KAB. ANGGOTA
BENGKALIS (SALNY DALIATI, SH)

23. | KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI HASIL ANGGOTA
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS
(AGUS, SH)

24. | HERLI MARLINA, SP (STAF INSPEKTORAT) ANGGOTA

25. | SYAMSIDAR (STAF INSPEKTORAT) ANGGOTA

26. | IRWAN (STAF INSPEKTORAT) ANGGOTA

27. | ISWANDI (STAF INSPEKTORAT) ANGGOTA




